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Abstraks: Keluwesan dan kedinamisan  hukum Islam harus diimbangi 

kreatifitas yang tinggi para pemikir kaum muslimin supaya aktualisasi 

hukum Islam dalam era modern ini berjalan semestinya sehingga hukum 

Islam mampu menjadi pioner dalam mengarahkan kehidupan umat 

manusia khususnya kaum muslimin menuju keridlaan Allah swt. 

Aktualisasi hukum Islam dalam era modern ini adalah usaha menjadikan 

hukum Islam sebagai barometer aktifitas hukum  dalam masyarakat 

Islam, khususnya masyarakat Islam Indonesia. Aktualisasi ini 

dimaksudkan sebagai pencerahan dari ketidakberdayaan system yang lain 

mengantarkan manusia kepada kesejahteraan. Aktualisasi hukum Islam 

terhadap masalah-masalah kontemporer adalah rangkaian kegiatan untuk 

meng‟ekstrak‟ unsur-unsur masalah kontemporer tersebut kemudian 

dicarikan solusi supaya sesuai dengan ideal moral syari‟ah melalui metode-

metode penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh imam-imam 

mazhab fiqh klasik. Terdapat dua bentuk usaha untuk aktualisasi hukum 

Islam di dalam NKRI, pertama, menjadikan hukum Islam sebagai hukum 

voluntir ( voluntary law ) yaitu pelaksanaan hukum Islam oleh individu dan 

masyarakat dalam rangka civil society yang relatif independen daripada 

pelaksanaa hukum Islam oleh negara. Kedua, formalisasi syariat Islam 

menjadi hukum positif, sebagai jalan pintas. Kedua pola usaha ini yang 

sebenarnya sudah berjalan di Indonesia, tanpa formalisasi Piagam Jakarta. 

Jadi, walaupun terdapat dualisme pelaksanaan hukum di Indonesia, 

aktualisasi hukum Islam tetap bisa diupayakan dan dilaksanakan sebagai 

bentuk tanggung jawab moral cendikiawan kaum muslimin. 

Kata Kunci:  Aktualisasi, Hukum Islam, Masalah-Masalah Kontemporer 

Pendahuluan 

Agama Islam sebagai agama kaffah pada esensinya selalu 

sejalan dan selaras dengan tuntutan zaman, sehingga ia selalu 



Abd. Wahed: Aktualisasi Hukum Islam terhadap Masalah-masalah Kontemporer 
. 

 

 
 

AL-HUKAMA 
The Indonesian Journal of Islamic Family Law 

Volume 03, Nomor 02, Desember 2013 
 

149 

kapabel dan kredibel dalam segala waktu dan medan. Akan tetapi 

pada prakteknya ajaran agama ini semakin hari semakin 

ditinggalkan oleh umat manusia. Hal ini sebenanrnya adalah efek 

domino dari keberadaan kaum muslimin yang cenderung tidak 

memahami ajaran agama Islam dengan sebenar-benarnya. Sehingga 

mereka dengan mudahnya mengekor dan menerima apa yang 

dianggap maju dan modern menurut pemikiran mereka sendiri. 

Jarang sekali diantara kaum muslimin yang menoleh menenggok 

kembali ajaran agama tentang sesuatu yang baru yang hendak 

mereka kerjakan. 

Aktualisasi ajaran Islam harus selalu diusahakan oleh para 

pemikir kaum muslimin guna menjawab tantangan modernisasi 

dan globalisasi dan harus segera diformulasikan dengan baku 

terutama mengenai hal-hal yang bersifat ijtihadiyah maliyah, 

siyasiyyah, ijtimaiyah dan iqtishadiyah dimana hal-hal tersebut belum 

ditemukan formulasinya yang baku dalam literature-literatur 

hazanah budaya dan keilmuan Islam. 

Aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam tersebut mutlak harus 

dilaksanakan walaupun tidak dengan cara formalisasi ajaran Islam, 

walaupun berupa aktualisi ajaran Islam secara substantive. Hal ini 

berangkat dari kesadaran bahwa paket system kehidupan manusia 

yang paling sempurna adalah system kehidupan agama Islam. 

Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt. dalam al-qur‟an surat al-

Ruum: 30 sebagai berikut: 

هكََْْفؤَقَنِْ  ييِْْوَج  ْلخَِل قِْْتبَ دِيلَْْلَْۚ ْْعَليَ هاَ النَّاسَْْفطََرَْْالَّتيِْالَّهِْْفطِ رَتَْۚ ْْحَنيِفاًْللِدِّ

ييْ ْلكَِْذَْ ۚ ْْالَّهِْ ثرََْ كِيَّْوَلَْ ْال قيَِّنْ ْالدِّ لوَ ىىَْْلَْْالنَّاسِْْأكَ   يعَ 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan 

manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah 
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Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui (Q.S. Al-Ruum: 30) 1 

Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan 

Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Agama 

tauhid yang dimaksudkan adalah agama Islam sebagaimana firman 

Allah swt: 

ييَْْإىَِّْ ِْْعِن دَْْالدِّ سْ ْاللَّّ ِ تَلفََْْوَهَاْلََمْ الْ  ْْال كِتاَبَْ أ وت ىاْالَّرِييَْْاخ  دِْْهِيْ ْإلَِّ ْجَاءَه نْ ْهَاْبَع 

ياًْال عِل نْ  ف رْ  وَهَيْ ْبيَ نهَ نْ ْبغَ  ِْْبآِياَتِْْيكَ  َْْفإَىَِّْْاللَّّ  ال حِسَابِْْسَرِيعْ ْاللَّّ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah 

Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab 

kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena 

kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang 

kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah 

sangat cepat hisab-Nya.ْ)Ali Imran: 19)2 

Begitu pula dalam menyikapi hal-hal yang bersifat 

kontemporer, selayaknya apabila hukum Islam dijadikan sebagai 

barometer boleh atau tidaknya, layak atau tidakya suatu tindakan 

dan transaksi, baik masalah-masalah ekonomi seperti transaksi-

transaksi modern saat ini, sosial dan budaya seperti masalah gender 

dan budaya-budaya lokal yang berkembang dan politik seperti 

syarat kecakapan seorang pemimpin, politikus dan lain-lain. 

Dengan demikian maka multi krisis yang dihadapi umat manusia 

dewasa ini akan cepat dicarikan solusi permasalahannya. Akan 

tetapi masalahnya sekarang, jangankan hukum Islam dijadikan 

barometer, dijadikan pembanding saja tidak. Malah umat Islam 

sendiri merasa minder untuk menampilkan citra keislamannya. 

Merasa tidak afdol kalau tidak mencantumkan label-label yang lain 

selain Islam. Bukankah hal demikian menimbulkan paradox yang 

sangat kuat sekali.  

                                                                 
1 Q.S. Al-Ruum; 30  
2 Q.S. Ali Imran: 19 
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Dalam masalah-masalah perkembangan ekonomi dan masalah 

kehidupan dunia yang lain. Umat Islam sendiri terjebak dalam 

pemahaman yang keliru tentang sebuah  hadits yang mengatakan : 

“kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian”. Dengan hadits ini 

seakan-akan umat Islam merasa “legal” kalau dirinya dimarginalkan 

oleh kelompok lain terutama dalam sisi-sisi perkembangan 

kehidupan duniawi. Merasa legal untuk meniru system ekonomi 

lain yang dianggap baik walaupun jelas-jelas tidak berpihak pada 

kemajuan Islam dan kaum muslimin itu sendiri. 

Untuk meluruskan kesalahan pemahaman di atas, sebaiknya 

kita pahami betul apa yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qordawi, 

sebagai berikut: 

Adapun hadits yang berbunyi : “Kalian lebih mengetahui urusan 

dunia kalian “, adalah hadits shahih3 . Hadits ini dikemukakan dalam 

kasus tertentu, yaitu dalam pencangkokan pohon kurma dan 

bagaimana Rasulullah saw. mengemukakan pendapat yang sifatnya 

tekhis pada suatu urusan duniawi yang beliau tidak mengetahuinya, 

karena beliau tinggal di lembah yang tidak terdapat tumbuh-

tumbuhan. Karena itu kita tidak boleh melampaui batas hadits ini 

dan membatalkan semua nash al-Qur‟an dan hadits yang berkaitan 

dengan jual beli, pinjam meminjam, permainan harga dan lain 

sebagainya, dengan satu hadits ini.4 

Realita sekarang, - berangkat dari kesalahan persepsi tesebut - 

umat Islam merasa bebas mengadopsi cara-cara perekomian yang 

lain, atau membangun system ekonomi yang didasarkan atas 

kemauan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Padahal tidak demikian adanya, melaikan telah ada nash-nash al-

Qur‟an dan hadits yang mengatur masalah-masalah yang dianggap 

                                                                 
3 HR. Muslim dalam kitab Shahih-nya dari Siti „Aisyah dan Anas. 
4 Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: 
Rabbani Press, 1997), 12. 
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kontemporer ini. Dan banyak dijumpai teks-teks hasil istimbath 

para imam madzhab mengenai hal-hal tersebut. 

Jadi sebenarnya akar permasalahnnya, adalah terletak pada; 

sejauh mana kemauan umat Islam itu sendiri untuk 

mengaktualisasikan nilai-nilai luhur agamanya dalam segala lini 

kehidupan ini, sehingga dengan demikian umat Islam menjadi 

pioneer dalam percaturan peradaban kehidupan umat manusia. 

Atau malah menjadi pecundang, dikarenakan malas dan tidak peka 

dalam menyikapi perkembangan zaman yang cenderung berupa 

arus yang sangat keras ini. Apabila demikian, maka tidak salah 

apabila maqalah yang mengatakan bahwa “slam tertutup kemajuannya 

oleh ulah kaum muslimin sendiri ” akan semakin cepat dan semakin 

nyata membenamkan agama yang hanif dan ya‟lu wa la yu‟la alaih ini 

dalam kawah ketidakpastian dan kehancuran umatnya dan umat 

manusia secara keseluruhan. Akan lebih jauh untuk menyaksikan 

cahaya Islam rahmatan lil alamin. 

Tidak semua nilai-nilai luhur agama Islam yang harus 

diaktualkan oleh kaum muslimin, melainkan hanya sisi agama yang 

mengatur perilaku atau tatalaksana hidup, baik intern sesama kaum 

muslimin dan ataupun tata laksana hidup antara kaum muslimin 

dan non muslim. Pendeknya yang harus diaktulisasikan adalah sisi 

syrari‟ah atau hukum Islam saja, lebih-lebih dalam menyikapi 

masalah-masalah kontemporer pada saat ini. Sedangkan masalah 

aqidah dan akhlaq, biarkanlah dengan kemapanannya masing-

masing sebagai modal utama dan perhiasan hidup bagi pemeluk 

agama yang hanif ini. 

Peran pemikir dan cendikiawan muslim dalam aktualisasi 

hukum Islam dalam hal-hal yang bersifat ijtihadi atau kontemporer 

adalah suatu keniscayaan yang sangat ditunggu-tunggu demi izzul 

islam wal muslimin di zaman yang sudah akhir ini. 

Tinjauan tentang Masalah-Masalah Kontemporer 
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Sebelum membahas masalah kontemporer harus dijelaskan 

dulu batasan antara kontemporer dan klasik. Dalam hal ini hukum 

Islam juga harus diberikan pemahaman yang sama antara dikotomi 

klasik dan kontemporer. Dikarenakan hukum Islam dalam 

menghadapi masalah-masalah yang mempunyai aspek-aspek 

modern terbagi dalam dua termyn pemahaman yang berbeda, 

dimana keduanya memiliki interest yang berbeda terhadap 

pemberdayaan hukum Islam. 

Pemahaman pertama bahwa hubungan hukum Islam dengan 

hal-hal yang bersifat modern yang “datangnya” dari barat ini adalah 

berupa perkembangan asek-aspek modern terhadap hukum Islam. 

Di sini, hubungan yang terjalin dalam wujud subordinasi. Di mana 

posisi hukum Islam diletakkan pada posisi yang lemah dan tanpa 

daya mengahadapi „gempuran‟ nilai-nilai modern. Bahkan disisi 

yang lain, dengan sangat congkak aspek-aspek kemodernan telah 

mengebiri bahkan memperkosa hukum Islam untuk tunduk dan 

patuh dalam pengakuan nilai-nilai modern. Pada posisi ini terlihat 

sekali bahwa hukum Islam sudah tidak independen lagi. 

Pemahaman kedua sedikit berbeda dengan yang pertama tadi 

dengan adanya pergeseran struktur kata. Pergeseran kata ini 

membawa perubahan struktur kalimat menjadi perkembangan hukum 

Islam di (era) modern. Pemahaman seperti ini menunjukkkan bahwa 

yang menjadi kata kuncinya adalah aspek sejarah. Hal ini 

dikarenakan sejarah tidak pernah berhenti, tetapi berputar dan 

berkembang bersama dengan perkembangan waktu dan zaman. 

Yang dulunya satu, menjadi dua, atau yang dulunya belum ada 

kemudian menjadi ada, dan seterusnya, itulah sejarah. 

Begitu pula yang terjadi pada hukum Islam. Hukum Islam 

sebagai proses sejarah memiliki titik awal dan bergerak ke depan 

menembus batas ruang dan waktu, yang akhirnya bertemu dengan 

satu era yang manusia sepakat menamainya dengan era modern, 
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sedang masalah-masalah kehidupan yang berkembang di dalamnya 

disebut dengan masalah-masalah kontemporer. 

Era modern ini sebagaimana dikenal sekarang telah 

dikemukakan devinisi dan ciri-cirinya oleh Jean Jaeques Rousseau ( 

1712-1778 M.)5, yaitu dunia yang bersendikan atas ; (a) Negara-

bangsa ( nation-state ) dalam system politik, (b) tekhnologi yang 

berdasarkan ilmu pengetahuan, (c) rasionalisme, (d) penggandaan 

keuntungan, dan (e) sekulerisasi dan peremehan peran agama. 

Sedang Harun Nasution membagi ciri pemikiran Islam ke 

dalam tiga zaman, yakni zaman klasik ( abad ke 7-12 ) zaman ini 

disebut oleh beliau sebagai zaman rasional, zaman pertengahan ( 

tradisional ) abad 13-18 dan modern (kontemporer) abad ke 19 dan 

seterusnya. Berdasarkan kriteria di atas, fiqh klasik yang 

dimaksudkan di sini ialah pola pemahaman fiqh abad 7-12, 

sedangkang fiqh kontemporer adalah pola pemahaman fiqh abad 19 

dan seterusnya.6 

Jika kita sepakat dengan pembagian yang dilakukan Harun 

Nasution berarti dalam kajian perkembangan hukum Islam di era 

modern terbatas pada abad 19, di mana wilayah kekuasaan Islam 

sudah tidak lagi menjadi satu-kesatuan utuh. Kekuasaan Islam telah 

terpecah menjadi Negara bangsa ( nation-state ), dengan sudah tidak 

lagi mengindahkan struktur satu komando. Jadi kita memiliki 

Negara Turki, Mesir,Arab,India, Indonesia dan sebagainya, sebagai 

konskuensi dari berlakunya konsep nation-state. 

Perkembangan hukum Islam di era modern diawali melalui 

persentuhan budaya barat (modern) yang masuk ke dunia Islam, 

yang dipelopori oleh Napoleon sewaktu melakukan perjalanan 

prestisiusnya ke Mesir. Dari sinilah titik awal persentuahn hukum 

                                                                 
5 AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media, 
2004), 42. 
6 Ibid. 
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Islam dengan dunia Barat. Pada masa ini, hukum Islam sudah tidak 

lagi sebagai „pemain tunggal” , tetapi telah mempunyai „teman 

main‟ dalam fream hukum yang dilahirkan oleh dunia Barat.  

Begitu pula yang terjadi di Indonesia sebagai bekas jajahan 

bangsa Barat selama kurang lebih tiga setengah abad, adanya 

dualisme hukum adalah bagian dari suasana masyarakat. Satu segi 

hukum Islam masih mepunyai akar dalam socio-cultur umat Islam 

Indonesia, tetapi di sisi lain hukum Barat sengaja telah memasuki 

wilayah yang sebenarnya menjadi kekuasaan bagi hukum Islam. 

Kita lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di 

Indonesia masih mewarisi dari H.I.R. ( Hirglande Indie Reglement ), 

R.Bg. (Reglement Burgelech) dan B.W. ( Burgelech Weetbouch ) sebagai 

peninggalan penjajah Belanda. Akhirnya, wilayah kekuasaan hukum 

Islam sedikit banyak mengalami keterasingan di rumahnya sendiri.  

Disebabkan adanya dualisme dalam bidang hukum, maka 

pemberlakuan hukum Islam membutuhkan praktek taqnin sebagai 

unsur bawaan dari Barat dan baru bagi dunia Islam. Ide adanya 

taqnin ini mempunyai pengaruh yang signifikan pada metode 

istinbath yang dipakai dalam menetapkan sebuah hukum. Pada masa 

sekarang ini istinbath hukum dapat terjadi jika telah melalui proses 

taqnin. Hal ini yang membedakan keadaan hukum pada zaman 

pertengahan yang dalam metode istinbath hukumnya masih  bisa 

mengakses langsung pada al-Qur‟an dan Hadits, dan tidak 

memerlukan proses taqnin.  

Di sisi lain, metode istinbath yang dipakai di era modern ini, 

lebih mengutamakan kodifikasi hukum sebagai rujukan utama 

dalam menjawab permasalahan yang timbul dari perkembangan 

masyarakat, daripada memamfaatkan lembaga-lembaga fatwa yang 

ada. Sebagai contoh apa yang terjadi di Negara kita NKRI., dengan 

adanya KHI. ( Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ) , UU. No. 1 

Th. 74 dan UU. No. 29 Th. 1989, sekuat apapun fatwa MUI., 
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masih kalah jauh efektifnya dari produk-produk taqnin  tersebut. 

Sehebat apapun keputusan Bahtsul Masail NU. dan Majlis Tarjih 

Muhammadiyah, masih dipandang sebelah mata dalam prakteknya 

bahkan oleh umatnya sendiri. Karena apa, karena keputusan-

keputusan tersebut tidak mengikat secara formal, melainkan hanya 

secara moral saja. 

Ruang lingkup kajian hukum Islam di era kontemporer di sini 

mencakup; masalah-masalah hukum Islam yang berhubungan 

dengan situasi kontemporer (modern). Hal ini seperti dijelaskan oleh 

Muhammad Azhar dalam bukunya “Fiqh Kontemporer dalam 

Pandangan Neomodernisme Islam” 7 sebagai berikut; kajian hukum 

Islam kontemporer tersebut dapat dikatagorikan menjadi beberapa 

aspek, sebagai berikut : 

1. Aspek hukum keluarga, seperti pembagian harta waris, akad 

nikah via telepon, perwakafan, nikah hamil, KB, dan lain-

lain. 

2. Aspek ekonomi, seperti system bunga dalam bank, zakat 

mal, zakat profesi, perpajakan, kredit, arisan, multi level 

marketing, asuransi dan lain-lain. 

3. Aspek pidana, seperti hukum potong tangan, hukum pidana 

Islam, system hukum nasional, pemberlakuan syari‟at Islam 

di sebagian daerah dan hukum internasional. 

4. Aspek kewanitaan, seperti busana muslimah, wanita karier, 

KDRT, kepemimpinan wanita dan lain-lain. 

5. Aspek medis, seperti pencangkokan organ tubuh, 

pembedahan mayat, kontrasepsi mantap, euthanasia, cloning, 

bayi tabung dan lain-lain. 

6. Aspek teknologi, seperti menyembelih hewan secara 

mekanik, seruan adzan dengan kaset, makmum kepada TV. 

                                                                 
7 Muh. Azhar, Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996), 43. 
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atau radio, memberi salam dengan bel, al-Qur‟an di HP. dan 

lain-lain.  

7. Aspek politik, seperti perdebatan sekitar istilah negara 

bangsa (nation-state), proses pemilihan pemimpin, politisi 

busuk, money politik, sumpah politik dan lain sebaginya. 

8. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti 

tabungan haji, tayammum dengan selain debu, ibadah qurban 

dengan uang hasil urunan, asuransi haji dan lain-lain. 

Melihat berbagai aspek di atas, memberikan pemahaman 

bahwa masalah hukum Islam kontemporer sudah mencakup semua 

lini kehidupan manusia dan manusia tidak dapat mengelak dari 

permasalahan tersebut, disebabkan masalah-masalah tersebut 

adalah masalah kehidupan yang akan terus berkembang selaras 

dengan perkembangan kehidupan manusia.   

Metodologi Hukum Islam terhadap Masalah Kontemporer 

Hukum Islam dan periode (era) kontemporer adalah rangkain 

kata yang mengandung arti bahwa hukum Islam akan selalu berada 

pada suatu masa kekinian dan sekarang. Kontemporer sendiri 

dipahami sebagai suatu waktu yang sama, semasa, sewaktu, masa 

kini dan dewasa ini.8 Oleh karenanya, jika rangkaian kata tersebut 

dikaitkan dengan problem (masalah) kontemporer berarti ada dua 

jenis, kelas, atau golongan aspek kehidupan yang dirangkaikan 

dalam sebuah struktur  kalimat, yaitu hukum Islam dan masalah 

kontemporer. Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah bagaimana 

tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan 

jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer (kekinian). 

Kajian ini lebih dititiktekankan kepada kondisi perkembangan 

dan metodologi hukum Islam kontemporer dalam skala lokal, yaitu 

                                                                 
8 Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), Cet, ke-7.  
522. 
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hukum Islam yang berjalan dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI), atau dapat disebutkan sebagai Islam 

dan Keindonesiaan. Hal ini dimaksudkan agar kajian ini lebih 

memberikan sentuhan terhadap budaya Indonesia yang dalam 

beberapa hal mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara 

muslim lainnya. 

Untuk memahami fiqh kontemporer tidak terlepas dari 

pemahaman fiqh klasik dalam artian metode memahami fiqh klasik 

juga harus dipakai sebagai metode memahami fiqh kontemporer, 

karena pada hakekatnya keduanya sama-sama fiqh, dan objeknya 

sama-sama perbuatan manusia. Dalam artian bahwa memahami 

fiqh klasik dijadikan pijakan dalam pemahaman fiqh kontemporer. 

Hal ini diperlukan agar terhindar daripada penafsiran suatu hukum 

berdasar hawa nafsu. 

Metode pemahaman fiqh versi imam-imam mujtahid madzhab 

mutlak diperlukan dalam menganalisa permasalahan fiqh 

kontemporer karena bagaimanapun mereka selalu berpegang teguh 

kepada al-Qur‟an dan Hadits. Sedang indikasi dari al-Qur‟an dan 

Hadits dalam penetapan hukum suatu peristiwa berdasarkan 

keduanya sangat kuat sekali. Hal ini ditegaskan oleh ayat ke-59 

surat al-Nisa‟ sebagai berikut : 

 فإَِنْ  مِنْكُمْ  الَأمْرِ  وَأُولِي الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللَّوَ  أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  ياَأيَ ُّهَا: تعالى الله قال
ر   ذَلِكَ  الآخِرِ  وَالْيَومِ  باِللَّوِ  تُ ؤْمِنُونَ  كُنْتُمْ  إِنْ  وَالرَّسُولِ  اللَّوِ  إِلَى فَ رُدُّوهُ  شَيْء   فِي تَ نَازَعْتُمْ   خَي ْ

 تأَْوِيلا  حْسَنُ وَأَ 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika 

kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 
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dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya.9 

Kata “ sesuatu” atau “syay-in” pada ayat tersebut telah 

mencakup semua yang mungkin terjadi sejak ayat ini diturunkan 

sampai nanti kiamat terjadi. Jadi mengikuti koridor ini seharusnya 

para pemikir muslim dalam analisa dan persepsinya seharusnya 

berangkat dari kedua sumber al-Qur‟an dan Hadits baru kemudian 

dikembangkan dengan metode analisa yang lain. 

Menurut H. Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, 

pengambilan hukum fiqh baik yang klasik atau yang kontemporer 

diambil dari : al-Qur‟an, Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas. Dengan 

argument itu beliau menyalahkan sangkaan orang yang mengatakan 

bahwa ilmu fiqh semata-mata pendapat manusia ( alim ulama‟ ) 

saja, karena sebenarnya fiqh itu diambil dan disusun dari al-Qur‟an, 

hadits,ijma‟ dan qiyas. Qias pun harus berdasar al-Qur‟an dan 

Hadits, sebagaimana diketahui oleh tiap-tiap orang yang 

mempelajari ilmu ushul fiqh.10 

Dalam memandang suatu fenomina hukum yang terjadi, para 

ahli hukum Islam telah sepakat untuk menganalisa kasus-kasus 

hukum tersebut dengan metode yang telah ditetapkan oleh al-

Qur'an dan hadits, serta dengan menggunakan metode yang telah 

mereka pakai sejak pertumbuhan ushul fiqh pada masa-masa abad 

pertama kemajuan Islam. Metode-metode tersebut ada yang 

disepakati penggunaannya dan ada yang masih dipertentangkan 

diantara mereka. 

1. Metode Qiyas.11 

                                                                 
9 Q.S. Al-Nisa‟ : 59. 
10 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet.ke-29, 
1996), 12. 
11 Abd. Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh,( Kairo: dar al-Qalam, 1978). . 52 
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Qiyas adalah mentode analogi atau perbandingan. Materi 

yang dibandingkan adalah illat hukum antara hukum asal dan 

cabang. 

Rukun qiyas adalah : Asal, cabang, hukum asal dan 'illat hukum.  

a. Asal, adalah transaksi atau kasus yang pernah terjadi pada 

masa Rasulullah saw. Dan kepadanya telah ditetapkan 

hukumnya. 

b. Cabang, adalah  praktek hal-hal yang bersifat kontemporer 

dewasa ini.  

c. Hukum Asal adalah hukum yang telah ditetapkan pada masa 

Rasulullah saw. Terhadap suatu kasus attau transaksi, dan 

d.  'illat hukum, adalah alasan atau penyebab ditetapkannya 

hukum terhadap suatu peristiwa dulu pada masa Rasulullah 

saw. Dan alasan ini juga yang terdapat dalam suatu kasus 

kontemporer.12 

2. Metode Istihsan 

Kesamaan illat hukum antara asal dan cabang adalah titik 

tekan aplikasi penetapan hukum dengan metode qiyas dan 

istihsan, perbedaannnya adalah bahwa dalam qiyas, kesamaan 

illat itu sangat kuat sedangkan dalam istihsan persamaan illat 

keduanya sangat tipis sekali sehingga harus berpaling dari qiyas 

jali kepada qiyas khafi atau dari hukum kulli kepada hukum juz'iy. 

3. Metode Istishhab 

Istishhab dalam artian sebagai metode kodifikasi hukum 

terhadap peristiwa (non I'tiqadi) yang telah terdahulu untuk 

selalu ditetapkan sebagai hukum peristiwa tersebut sebelum ada 

                                                                 
12 ibid. H. 62. 



Abd. Wahed: Aktualisasi Hukum Islam terhadap Masalah-masalah Kontemporer 
. 

 

 
 

AL-HUKAMA 
The Indonesian Journal of Islamic Family Law 

Volume 03, Nomor 02, Desember 2013 
 

161 

petunjuk yang menyatakan bahwa dalil peristiwa itu telah 

berubah. 

4. Metode Istishlah (Al Maslahah Al Mursalah) 

Memperoleh kemaslahatan dan menolak kerusakan pada 

manusia adalah tujuan pokok syari'at Islam. Kedua hal inilah 

yang disebut sebagai ideal moral syari'ah, karena dengan 

keduanya dapat terjaga intensitas agama, jiwa, akal,  harta dan 

keturunan. Jadi bagaimanapun kedua hukum syari'ah baik yang 

ta'abbudi atau ta'aqquli hanyalah didasarkan pada kedua ideal 

moral di atas. 

Dalam tataran aplikasi, yang harus dikedepankan adalah 

menolak kerusakan daripada memperoleh kemaslahatan. Dikatakan 

dalam suatu kaidah fiqh :  

المصالح جلب من اولى المفاسد درء
13

 

"menolak kerusakan lebih utama daripada memperoleh 

kemaslahatan". 

Menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan adalah 

dua hal yang telah menjadi ruh dari syari‟at Islam ini.  Oleh karena 

itu banyak lagi metode yang dipakai ulama‟ dalam menganalisa 

suatu kasus sehingga ditemukan sisi kebaikannya untuk 

kemaslahatan bagi umat manusia, seperti „urf, syar‟u man qablana dan 

madzhabus shahabi. 

Kaitannya dengan metodologi Islam di Indonesia, mengutip 

pernyataan Dawam Rahardjo sebagai berikut : “ sebenarnya misi 

gerakan Islam untuk merealisasikan syariat dalam kehidupan 

individu, keluarga , masyarakat dan negara masih terus bisa 

dilaksanakan”. Menurut beliau ada dua pola realisasi hukum syariat 

tersebut di bumi Indonesia, yaitu : pertama, melaksanakan hukum 

                                                                 
13ْAbbadi Moh., Idhah al Qawaid al Fiqhiyah ( Jeddah, AL Haramain, 1966),. 44. 
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Islam sebagai hukum voluntir (voluntary law ), seperti pernah 

dikemukakan oleh Syafruddin Prawiranegara, yaitu dilaksanakan 

oleh dan dalam rangka civil society yang relative independen dari 

nagara. Kedua, formalisasi hukum Islam menjadi hukum positif, 

sebagai suatu jalan pintas. Kedua pola tersebut telah berjalan di 

Indonesia, tanpa formalisasi Piagam Jakarta. 14 

Penutup 

Sebagai penutup tulisan ini dapat disimpulkan bahwa masih 

terdapat jalan untuk mengaktualkan hukum Islam dalam kehidupan 

umat manusia selama kaum muslimin sendiri mau berusaha dan 

sportif mengusahakannya. Aktualisasi hukum Islam adalah upaya 

yang harus diusahakan agar kehidupan umat manusia mendapat 

keridlaan Allah swt. 

Aktualisasi hokum Islam dalam tataran teoritis adalah usaha 

untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum voluntir dari dan 

oleh masyarakat Iislam dalam rangka civil society disamping 

mengushakan hukum Islam sebagai hukum positif yang masih 

membutuhkan lembaga  taqnin untuk merealisasikannya. 

Aktualisasi hukum Islam dalam tataran praktek adalah 

memberdayakan hukum Islam dalam mengahadapi  gempuran era 

modern dengan masalah-masalah kontemporernya dengan 

menempatkan hukum Islam sebagai alat bedah untuk mengekstrak 

masalah kontemporer tersebut sehingga diketahui celah dan 

kemungkinan menjadikannya sesuai dengan ideal moral syari‟at Islam. 

Pada tahap selanjutnya diketahui kedudukan hukum yang 

sebenarnya menurut hukum Islam sehingga dapat dijadikan 

pegangan oleh kaum muslimin. 

Daftar Pustaka 

                                                                 
14 M.Dawam Rahardjo, Pengantar Buku Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, 
Adiwarman. A.Karim, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3. Th.2006.), 
.xvii.  
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